
BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Wonosobo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pola Tata 
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro 
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. 
Setjonegoro, maka perlu mengubahnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Wonosobo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pola Tata 
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um urn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan 
Publik; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 



(1) Tujuan Rumah Sakit adalah: 
a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai 

Standar Pelayanan; 

b. meningkatkan kemampuan sebagai Pusat Rujukan di wilayah 

Wonosobo dan sekitamya; 

c. meningkatkan citra rumah sakit berpenampilan pnma dan 

menjadi tujuan pengobatan bagi masyarakat; 

Pasal 3 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi, 
se bagai berikut : 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 51 TAHUN 2010 
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KRT. SETJONEGORO. 

Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 95/PMK.05/2016 
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
913); 

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2011 Nomor 2); 

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2010 
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah 
KRT. Setjonegoro (+6Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2010 Nomor 51) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 
2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Wonosobo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pola Tata 
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro 
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 
13); 

Nomor 
Penyelenggaraan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

1 7. Peraturan Menteri Kesehatan 
755/Menkes/Per/IV /2011 tentang 
Komite Medik Di Rumah Sakit; 
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Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

(3) Misi Rumah Sakit adalah: 
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelanggan 

sesuai standar nasional. 

(2) Visi Rumah Sakit 
Menjadi Rumah Sakit yang terunggul bermutu dan terpercaya. 

d. mengembangkan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum 

Daerah, mandiri dan berprestasi. 


